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RINGKASAN

Pola pikir masyarakat yang semakin maju akan mengakibatkan
meningkatnya tingkat kebutuhan hidup. Dan untuk mencapai hal tersebut tidak
semua manusia dapat mencukupi secara mandiri mereka membutuhkan orang lain
untuk penunjang atau sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan hubungan manusia dengan tanah beserta sesuatu vang ada
diatasnya menimbulkan banyak perbuatan hukum misalnya jual beli, sewa
menyewa, sewa beli danlain sebagainya.

Manfaat tanah selain sebagai lahan pertanian dan perumahan . dewasa ini
juga banyak dibutuhkan untuk keperluan yang lebih luas atau kepentingan umum
misalnya pariwisata, perkantoran, prindustrian, pertokoan dan lain-lain. Oleh
sebab itu fungsi tanah semakin berlipat ganda.

Salah satu aset PT Kereta Api (Persero) adalah tanah. Tanah tersebut
dipergunakan untuk kepentingan PT Kererta Api sendiri dan sebagian disewakan
pada pihak kedua. Untuk kebutuhan kepentingan yang kedua sesuai dengan
tujuan pokok dari seksi tanah dan bangunan PT Kereta Api untuk mempertegas
dan memeperjelas kedudukan hukum para pihak yang terlibat didalam hubungan
sewa menyewa tersebut maka diadakanlah perjanjian diantara kedua belah pihak.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini  adalah bagaimana
perjanjian sewa menyewa tanah antara PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
dengan pihak kedua. Berikut status bangunan yang berada diatas tanah milik PT
Kereta Api (Persero) Daop IX Jmeber yang telah dilakukan oleh pithak kedua
serta bagaimana cara penyelesaiannya jika terfjadi wan prestasi dalam perjanjian
sewa menyewa tanah tersebut. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari
penulisan skripsi ini untuk mengetahui ketiga permasalahan tersebut diatas.

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan stikpsi ini yaitu pendekatan
masalah yuridis sosilogis. Sumber data yang digunakan melalui sumber data

primer dan sumber data sekunder.

X1
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Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara studi literatur dan
wawancara. Kemudian metode analisa data yang digunakan adalah dengan
menggunakan metode deskriptip kualitatip.

Hasil dari penyusunan skripsi ini, yaitu bahwa dalam perjanjian sewa
menyewa tanah milik PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan pihak’
kedua, PT Kereta Api Daop IX Jember memberikan tahapan — tahapan yang harus
dipenuhi oleh pihak kedua. Adapun tahapan atau prosedur sebelum pelaksanan
perjanjian adalah tahap pengajuan permohonan oleh pihak kedua kemudian tahap
peninjauan lapangan yang akan disewa (Ground Card) yang dilakukan oleh PT
Kereta Api dilanjutkan dengan tahap penggambaran tanah yang akan disewa
yang juga dilakukan oleh PT Kereta Api. Dan yang terahir tahap transaksi
persewan tanah. Perjanjian yang dilakukan dalam sewa menyewa tanah milik PT
Kereta Api ini adalah perjanjian baku atau Standard contract.

Status pendiria bangunan ini adalah setelah masa sewa sclesai dengan
batas maksimal masa sewa sebanyak 5 kali perpanjangan sudah selesai maka
secara otomatis bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut menjadi milik PT
Kereta Api (Persero).

Sedangkan jika terjadi Wan Prestasi dalam pelaksanan perjanjian sewa
menyewa tanah tersebut. Maka cara penyelesaiannya vang lebih diutamakan
melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan apabila cara pertama
gagal baru ditempuh upaya hukum atau peradilan. Namun sampai sekarang cara
kedua ini belum pernah dilakukan di PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Adapun saran dari penyusun adalah perlu diupayakan adanya jangka
waktu dalam proses pengajuan perjanjian sewa menyewa tanah terutama dalam
tahap-tahap pengajuan sewa tanah dilihat dari luasnya wilayah kerja PT Kereta
Api (Persero) Daop IX Jember.

Serta perlunya kesadaran para pihak yang terlibat dalam perjanjian akan hak
dan kewajibannya sehingga dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya

sesuai dengan isi perjanjian.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka akan
berkembang pula kondisi dan kebutuhan hidup manusia di dalam negara
tersebut. Pembangunan ini akan membawa dampak baru sekaligus perubahan
didalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan yang
berbeda dalam memenuhi kebutuhanya

Pola berpikir masyarakat semakin maju maka kebutuhan akan pemenuhan
hidupnya akan juga semakin bertambah, dan untuk mencapai hal tersebut tidak
semua manusia dapat mencukupi secara sendiri mereka membutuhkan orang
lain untuk penunjang atau sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhanya Karena
tidak semuanya kebutuhan tercukupi secara pribadi, maka manusia mengadakan
kerjasama untuk saling melengkapi. Usaha untuk saling melengkapi kebutuhan
atau timbal balik ini dibutuhkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang
dimaksud adalah kerjasama dimana satu pihak dengan pihak yang lain saling
melengkapi.dan untuk membuat kerjasama ini berjalan dengan baik sesuai
dengan keinginan para pihak maka dibutuhkan suatu perjanjian.

Perkembangan hubungan antara manusia dengan tanah beserta sesuatu
yang berada diatasnya menimbulkan banyak perbuatan hukum misalnya jual
beli, sewa beli,sewa menyewa dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya manusia sebagai salah satu subyek hukum melakukan suatu perbuatan
hukum, baik perbuatan hukum sepihak maupun perbuatan hukum dua pihak.
Dalam hal perbuatan hukum dua pihak biasanya berupa suatu perjanjian.

Perrjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang
mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain,untuk
mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya. Manusia didalam
pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-

persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak Dari persetujuan-persetuan itu
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timbul akibat hukum vang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan-
persetujuan demikian disebut perjanjian (C.S.T. Kansil 1986 :250)

Manfaat tanah selain sebagai pertanian dan perumahan,dewasa in1 banyak
dibutuhkan untuk keperluan yang lebih luas atau dengan kata lain untuk
kepentingan umum misalnya perkantoran, pariwisata,perindustrian,pertokoan
dan lain scbagainya.Oleh sebab itu fungsi tanah semakin berlipat
ganda Perjanjian sewa menyewa tanah untuk suatu bangunan atau usaha
dilakukan secara jelas dan tegas artinya perjanjian tersebut harus secara tertulis
dan mengikat para pithak untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

Menurut R Subekti (1995:41)Peraturan tentang sewa menyewa yang
termuat dalam Bab ketujuh dari Buku 111 KUH Perdata berlaku untuk segala
macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak
memakal waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak
untuk perjanjian sewa menyewa.

Agar perjanjian yang dibuat dapat mengikat kedua belah pihak maka
perjanjian tersebut harus mempunyai empat syarat sahnya suatu perjanjian yang
tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Apabila keempat syarat perjanjian itu sudah dipenuhi maka perjanjian
tersebut mengikat para pihak,seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1338 KUH
Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara saah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat
ditarik kembali selain karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak juga
karena alasan oleh undang-undang dinyatakan untuk itu,dan perjanjian itu harus
dilaksanakan dengan itikad baik, dalam arti bahwa antara para pihak yang

terikat perjanjian itu harus mempunyai kemauan yang baik dalam melaksanakan
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perjanjian dan dapat melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan isi
dari perjanjian itu.

Adanya asas dalam KUH Perdata yang menganut sistem terbuka atau asas
kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam
menentukan 1si dari perjanjian itu. Asas terbuka seolah-olah memberikan suatu
penyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan
mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap
kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban dan kesusilaan
umum.

Salah satu aset dari PT Kereta Api (Persero) adalah tanah,dimana tanah
tersebut dipergunakan untuk kepentingan PT Kereta Api (Persero) sendiri dan
sebagian kepada pihak kedua. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok dari seksi
tanah dan bangunan pada PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Yaitu :
¢ Memelihara tanah dan bangunan
¢ Merawat tanah dan bangunan
¢ Menginventaris tanah dan bangunan
¢ Mengusahakan tanah dan bangunan

Berkaitan dengan hal tersebut aiatas maka penyusun mencoba untuk
membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang diberi judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA TANAH MILIK PT KERETA API (PERSERO)
DAOP IX JEMBER DENGAN PIHAK KEDUA

1.2 Ruang Lingkup
Sesual dengan judul skripsi dan uraian diatas maka penyusun hanya akan
membahas hal-hal yang berkenaan dengan hukum perjanjian dalam lingkup

hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa tanah milik

PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan pihak kedua.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang vang dikemukakan diatas, maka dapatlah.
ditarik beberapa rumusan masalah yang timbul yang erat kaitannya dengan
perjanjian sewa menyewa Tanah milik PT Kereta Api :
1. Bagaimanakah perjanjian sewa menyewa tanah antara PT Kereta Api
Daop IX Jember dengan Pithak Kedua.

Bagaimanakah status bangunan yang berada diatas tanah milik PT Kercta

o

Api Jember yang telah dibangun oleh Pihak Kedua.
3. Bagaimanakah jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa

tanah milik PT Kereta Api Daop IX Jember dengan Pihak Kedua.

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penyusunan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan yang bersifat

umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember.
b. Untuk memberikansumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi
hukum khususnya yang berhubungan dengan kereta api.
c¢. Digunakan sebagai penerapan ilmu yang telah didapatkan selama belajar
dibangku kuliah yang sifatnya teoritis dengan menggabungkan kenyataan

yang berkembang di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah yang
dilakukan oleh PT Kereta Api Daop IX Jember dengan Pihak Kedua.
b. Untuk mengetahui status bangunan yang berada diatas tanah milik PT
Kereta Api Daop IX Jember yang telah dibangun oleh Pihak Kedua.
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c. Untuk mengetahui penyelesaianjika terjadi wanprestasi dalam sewa
menyewa tanah milik PT Kereta Api Daop IX Jember dengan Pihak
Kedua.

1.5 Metodologi

Skripsi merupakan karya ilmiah, dalam penyusunanya untuk dapat
memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada didalam skripsi
diperlukan data-data atau bahan-bahan yang relevan. Guna memperoleh data-
data atau bahan —bahan tersebut harus dilakukan dengan mengadakan penelitian
untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian vyang
dilaksanakan,maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut
masalahnya dengan menggunakan metode dan tehnik penelitian. Metode adalah
suatu rangkaian cara yang diaambil untuk mengetahui atau memahami obyek
yang sedang dibahas guna menemukan,mengembangkan ilmu pengetahuan dan
menguji kebenaran (Soemitro,1990:20)

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.5.1 Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan
skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan suatu
penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan
mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan
ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan

untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1988:52)

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :
a. Sumber Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan
wawancara terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT

Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan pihak kedua.
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b. Sumber data sekunder.
Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari berbagai
literatur berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang dipergunakan penyusun dalam pengumpulan data yaitu :
1.5.3.1 Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur atau
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku vyang
tersedia di perpustakaan maupun yang penyusun miliki yang berkaitan dengan
masalah yang akan dikaji éélam skripsi ini.
1.5.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah
tertentu dan merupakan proses tanya jawab (Kartono,1990:242)

Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara secara langsung dengan
sumber dan para pihak yang terlibat didalamnya yang bertujuan untuk
mendukung pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini sehingga di dapat -
data yang benar-benar mewakili pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
Deskriptif Kualitataif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singka:t
mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik
tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-
kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Roni Hanitijo
Soemitro,1988:138)

Adapun maksud penentuan metode diatas adalah agar diperoleh
pembahasan yang jelas tentang perjanjian sewa menyewa tanah berikut status
pendirian bangunan serta cara penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi
wanprestasi antara kedua belah pihak. Proses selanjutnya adalah menarik
kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara
mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal

yang bersifat khusus.
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BAB II
FAKTA,DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pelaksanaan perrjanjian sewa menyewa tanah milik PT Kereta Api
(Persero)Daop IX Jember dengan pihak kedua, Dalam hal ini adalah Tuan “X”
sebagai pihak pengembang.Perjanjian tersebut menggunakan perjanjian baku atau
lebih dikenal dengan standart contract. Artinya semua klausula yang terdapat
perjanjian sewa menyewa tanah ditentukan oleh pihak pertama atau pihak yang
menyewakan. Dengan demikian penyewa hanya tinggal menandatangani kontrak
tersebut. Maka secara otomatis telah terjadi hubungan hukum antara para pihak
yaitu PT Kereta Api (persero) Daop IX jember sebagai pihak kesatu atau pihak
yang menyewakan dengan tuan “x” atau pihak kedua sebagai pihak yang akan
menyewa pihak penyewa tanah yang harus bertanggung jawab atas segala akibat
yang timbul dari padanya dan mentaati segala ketentuan atau peraturan yang telah
ditetapkan oleh PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Perjanjian antara PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan pihak
kedua pada dasarnya,PT Kereta Api (persero) memberikan 1jin kepada pihak
kedua sebagai pihak pengembang untuk memanfaatkan tanah milik PT Kereta Api
(Persero) yang berada didaerah Operasi IX Jember tepatnya dikawasan stasiun
Rambipuji desa Kaliwining kecamatan Rambipuji kabupaten Jember dengan satu
ketentuan bahwa perjanjian itu dalam bentuk sewa pakai Kemudian tanah tersebut
didirikan bangunan sebagai tempat usaha oleh tuan “X” dan atas ijin dari PT
Kereta Api Daop 1X Jember Adapun jangka waktu yang dibuat dalam perjanjian
ini tersebut adalah 2 tahun 11 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini,
dan jangka waktu ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
sampai 5 kali perpanjangan. Setelah batas maksimal perpanjangan talah selesai
maka secara otomatis bangunan yang berada diatas tanah tersebut menjadi milik
PT Kereta Api Daop IX Jember.

Berdasarkan perjanjian antara PT Kereta Api Daop IX jember dengan tuan

“X” tersebut, maka para pihak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban
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dengan sebaik baiknya. Akan tetapi dalam pelaksanaan misalnya terjadi peristiwa
yang menyebabkan pemenuhan kewajiban tidak berjalan lancar seperti yang
diharapkan sesuai dengan isi perjanjian.Maka pertama tama kedua belah pihak
akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tetapi jika
tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah
tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan lokasi tanah yang
disewa dan merupakan wilayah kerja Daerah Operasi IX PT Kereta Api (Persero)
yang meliputi perlintasan stasiun Bangil sampai dengan stasiun Panarukan dan

stasiun Banyuwangi.

2.2 Dasar Hukum
Mengenai dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi tentang
perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Kereta Api Daop IX Jember dengan
pihak kedua adalah sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 1234 KUH Perdata
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,untuk berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu.
b. Pasal 1313 KUH Perdata
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atu lebih.
c. Pasal 1320 KUH perdata
Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
d. Pasal 1338 KUH Perdata
Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.
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Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak karena alasan-alasa yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.
Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik.
e. Pasal 1548 KUH Perdata.
Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang Sal‘:.l‘
mengikatkan dirinya dengan memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan
dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran
sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi
pembayaranya.
f. Pasal 1570 KUH Perdata _
Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila
waktu yang diteentukan telah lampau, tanpa diperlukanya sesuatu
pemberhentianya untuk itu.
2. Undang undang no. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok A graria.
Pasal 44
(1). Seseorang atau Badan Hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia
berhak mempergunakan tanah milik orang lain uantuk keperluan
bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uvang sebagai
sewa.
(2). Pembayaran uang sewa dapat dilakukan
a) Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu.
b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
(3). Perjanjian sewa menewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1ni tidak
boleh disertai syarat-syarta yang mengadung unsur-unsur pemerasan.
3. Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang | Yerlindungan Konsumen,
Pasal 1 angka 10.
Klausula baku (Standard contract) adalah setiap aturan atau ketentuan dan
Syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
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4. Hukum Kebiasaan.
Menurut Hilman Hadi Kusuma perjanjian sewa tanah adalah perjanjian
dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan 1jin kepada orang lain
untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman
dengan pembayaran sewa dibelakang atau juga dapat terjadi pembayaran

dimuka.

2.3 Landasan teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan
baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”, maka perjanjian
merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan demikian antara perikatan dan
perjanjian mempunyai kaitan yang erat. Perjanjiuan adalah sumber perikatan yang
paling penting karena dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan perikatan timbul
karena adanya perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Harahap,perjanjian (Verbentenis) adalah
suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih
yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (1986:6). Tetapi
lain halnya dengan Subekti yang memberikan definisi bahwa suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanii kepada seorang lain atau dimana
kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (1990 :1).
Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad mengemukakan bahwa perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan
dirt untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1992 :78).
Selanjutnya menurut pendapat Mariam Badrulzaman mengemukakan bahwa
perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak
dalam harta kekayaan,dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainya wajib memenuhi prestasi.
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Sedangkan Pengertian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan
bahwa:“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih™.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur yang ada
dalam perjanjian yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak

bertindak sebagai subyek perjanjian, subyek tersebut bisa terdiri dari

manusia atau badan hukum.
b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat surat perjanjian atau dalam membuat surat

perjanjian haruslah diberi kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar

diantara keduanya, sehingga perjanjian tersebut atas persetujuan kedua
belah pihak.

c. Ada tujuan yang dicapai
Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
yang ingin dicapai,baik yang dilakukan sendiri atau oleh pihak lain, yang
dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Di dalam
mencapai satu atau beberapa tujuan tersebut para pihak terikat dengan
adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan,dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu,

salah satu pihak mer-npunyaj kewajiban untuk memenuhi prestasi maka

bagi pihak yang lainya hal tersebut merupakan hak.dan juga begitu
sebaliknya.
e. Ada bentuk tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa

hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian tersebut mempunyai

kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu ini biasanya
berupa akta. Ada kalanya pula suatu perjanjian dibuat secara lisan,artinya
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dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dapat dipahami oleh
kedua belah pihak dan disepakati.
Ada syarat-syarat tertentu
Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya merupakan isi perjanjian, karena ada
syarat-syarat itulah dapat diketahui kewajiban pihak —pihak. Syarat-syarat
itu basanya terdiri atas syarat pokok dan syarat tambahan. Syarat pokok
yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenal
barangnya, harganya sedangkan syarat pelengkap atau tambahan misalnya
mengenai cara pembanyaranya, cara penyerahanya dan lain-lain.
Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH perdata terdapat empat syarat untuk
menentukan sahnya perjanjian yaitu :
. Kata sepakat (consensus)
Kata sepakat dalamperjanjian adalah suatu keadaan dimana terdapat
persetujuan kehendak antar pihak-pithak yang membuat persetujuan
mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Terdapat hubungan timbal balik
yang sama-sama dikendaki oleh kedua pihaksehingga apa yang
dikehendaki oleh pihak satu dikehendaki pula oleh pihak lain.
Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, bebas dari paksaan, dan penipuan.
Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian telah ada dan mengikat para
pihak untuk dilaksanakan.
. Kecakapan (capacity)
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa,tak cakap untuk membuat
perjanjian adalah :

a. orang yang belum dewasa,

b. mereka yang ditaruh dalam pengampuan;

c. Wanita yang besuami.
Maksudnya apabila mereka melakukan perbuatan hukum harus diwakili
oleh wali mereka dan bagi istri harus ijin dari suami. Setelah adanya Surat
Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963 maka status wanita bersuami
diangkat dan dipersamakan dengan pria,dimanaistri sudah dinyatakan
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cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak memerlukan ijin
suaminya lagi apabila akan melakukan perbuatan hukum.

Suatu hal tertentu (a certain subyek master)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang
harus dipenuhi dan merupakan obyek dalam perjanjian. Adanya prestasi
ini menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika
prestasi kabur maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap
tidak ada obyek perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi
syarat ini berakibat batal demi hukum, dan perjanjian tidak pernah ada
(terjadi).

Sebab yang halal (fegal cause)

Sebab yang halal adalah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam Pasal
1335 KUH Perdata menyatakan perjanjian tanpa sebab yang palsu atau
terlarang berarti perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan. Akibat
perjanjian yang berisi causa tidak halal adalah batalnya perjanjian tersebut
demi hukum.

Seperti halnya sahnya perjanjian, maka perjanjian juga memiliki
asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian,
seperti : |
a. Asas kebebasan berkontrak;

Setap orang mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur
dalam undang-undang. Kebebasan ini dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak
dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan
(Muhammad,1993:224).
b. Asas itikad baik;

Tiap orang yang mempunyai suatu perjanjian harus dibuat dengan
itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik
subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan
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hukum, merupakan yang terletak dalam sikap batin seseorang pada
waktu diadakan perjanjian tersebut.Sedangkan itikad baik obyektif
yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan
atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dimasyarakat
(Muhammad,1992:98)
c. Asas konsensualisme

Perjanjian ini terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara
pihak-pihak. Dengan Kkata lain perjanjian itu sudah sah dan
mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian(Muhammad,1992:85).

d. Asas pakta suntservanda;

Merupakan asa dalam perjanjian yang berhubungan dengan
mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti
undang-undang.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak—pihak artinya
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa seria memberni kepastian
hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus mentaati
perjanjian tersebut sama séﬁeﬁi mentaati undang-undang. Jika ada pihak yang
melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar
undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum.

Perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan
ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika harus disetujui oleh kedua belah
pihak. Namun apabila ada alasan yang cukup kuat menurut undang-undang dapat
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu hubungan hukum antara
dua atau lebih pihak dalam mana pihak yang satu mempunyai kewajiban
memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Tentang terjadinya suatu
perikatan, ada dua sebab yang menyebabkan terjadinya perikatan yaitu :

1. Perikatan itu terjadi karena suatu perjanjian;

2. Perikatan itu terjadi karena snatu perbuatan tertentu.
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Pengertian perjanjian ada dua macam :
a. Perjanjian dalam arti luas;
Adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum
sebagaimana yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para
pihak.
b. Perjanjian dalam arti sempit;
Adalah perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan
hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja (Satrio,1995:28).
Perikatan banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau paling
menjanjikan sesuatu peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian yaitu suatu
peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji (Subekti,1985:1) \
Dengan perkataan lain perjanjian adalah sumber bahkan merupakan sumber
utama dari perikatan. Disamping itu masih ada sumber lainnya yang juga bisa
melahirkan perikatan secara tepatnya dapat dirumuskan bahwa perikatan itu
dilahirkan antara lain dari perjanjian, undang-undang,dan hukum yang tidak

tertulis (Chidir Ali,1993:19).

2.3.2 Pengertian standard kontrak

Perjanjian baku atau standard kontrak merupakan suatu bentuk perjanj ian
yang pada saat ini semakin banyak digunakan dalam kehidupan dalam
masyarakat. Hal ini jelas terlihat karena banyak perjanjian dalam transaksi
yang dilakukan tidak melalui proses negoisasi yang seimbang antara para
pihak, tetapi salah satu pihak telah menyiapkan klausul-klausul baku dalam
snatu formulir perjanjian tercetak dan kemudian diserahkan kepada pihak lain
untuk menyetujui atau menolak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut,
dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak itu
untuk melakukan negoisasi atas isi perjanjian yang disodorkan.

Istilah standard kontrak berasal dari bahasa Belanda, yaitu “standard
contract” atau “standard voorwaarden”, dalam pasal 1 angka 10 Undang-

undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa
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Klausula baku ( standard contract ) adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badrulzaman ( 1981 : 46 )menterjemahan standard kontrak dengan
istilah perjanjian baku, baku berati patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa
hukumnya dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukuranya,
patokanya, standardnya ,sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi
pegangan umum. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan
dituangkan dalam bentuk formulir

Standard contract tumbuh dilatar belakangi dengan keadaan sosial
ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan semi pemerintah atau
perusahaan-perusahaan pemerintah yang mengadakan kerjasama dalam suatu
organisasi untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara
sepihak untuk diajukan kepada patnernya, dimana pada umumnya pihak lawan
mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih lemah baik karena posisinya
maupun karena ketidaktahuan sehingga menerima apa yang disodorkannya itu
(Badrulzaman, 1991 : 36 )

Standard contract digolongkan menjadi dua melihat dari segi terjadinya
maupun berlakunya yaitu :
1. Perjanjian standard umum
adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu
oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.
2. Perjanjian standard khusus
adalah perjanjian standard yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah
baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ( Badrulzaman, 1991: 38 )
Standard contract memiliki beberapa ciri-ciri yaitu :
a) isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang posisinya ebih kuat
b) masyarakat (penyewa) sama sekali tidak ikut bersama-sama
menentukan 1si perjanjian
¢) Terdorong oleh kebutuhanya, masyarakat (penyewa) terpaksa menerima

perjanjian itu;
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d) Bentuknya tertentu ( tertulis ) dipersiapkan terlebih dahulu secara masal
dan kolektif.

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standard sebagai perjanjian
yang hampir klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang
lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau
meminta perubahan. Sebenarnya perjanjian standard tidak perlu dituangkan
dalam bentuk formulir, walaupuin memang lazim dibuat secara tertulis.
Jadi,perjanjian standard adalah perjanjan yang ditetapkan secara sepihak, yakni
oleh produsen / penyalur produk (penjual),dan mengandung ketentuan umum
atau massal, sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan
menyetujui atau menolaknya.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian
standard tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo 1338
KUH Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk .
menyetujui (take it) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (leave
it).Sehubungan dengan pertanyaan : apakah ada kebebasan berkontrak dalam
perjanjian standard ini? Ada beberapa pendapat yang mempertegas kontroversi
didalamnya.

Pendapat pertama datang dari Sluitjer yang menyatakan perjanjian
standard bukan perjanjian. Alasannya, kedudukan pengusaha dalam perjanjian
itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang
ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan
perjanjian. Pitlo mengatakannya perjanjian paksa (dwang contract),walaupun
secara teoritis yuridis , perjanjian ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang
dan ditolak beberapa ahli hukum . Namun daam kenyataannya, kebutuhan
masyarakat berjalan dalam arah berlawagnan dengan keinginan hukum.
Kemudian Stein memecahkan masalah ini dengan berpendapat, bahwa
perjanjian standard dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya
kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan keyakinan, para pihak
mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen

perjanjian itu, berarti ia,berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian
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tersebut. Akhimya Asser Rutten, yang mengatakan perjanjian standart itu
mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus
dianggap mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.
(Shidarta,2000:120-121).

Sutan Remi Sjahdeni berpendapat dalam kenyataannya KUH Perdata
sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan
berkontrak itu. Misalnya terdapat ketentuan yang mengatakan, suatu perjanjian
tidak dapat ditaraik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. Agar tidak terjadi
penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini oleh pihak yang
berkedudukan lebih kuat, maka diperlukan campur tangan melalui undang-
undang dan pengadilan. Dengan demikian, jika asas kebebasan berkontrak
ingin ditegakkan dan kepentingan dunia perdagangan tidak pula dirugikan satu-
satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat
klausula eksenorasi. Namun hal ini tidak akan mudah dilakukan karena materi
perjanjian  yang terjadi di masyarakat sedemikian luasnya dan
heterogen(Shidarta,2000:122).

Menurut Maariam Darus Badrulzaman tantangan yang kita hadapi
sekarang adalah bagaimana cara memberikan perlindungan kepada debitur.
Apakah  kriteria yang dipergunaka untuk  menertibkan  klausul
eksenorasi/perjanjian baku tersebut. Dalam hal ini yang dapat berperan adalah
badan pembentuk undang-undangpemerintah, pengadilan, notaris dan
konsultan hukum.(1994:54).

Asser Rutten mengatakan pula bahwa “setiap orang yang menandatangani
perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika
ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku,
tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda
tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tanganinya.
Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahu

isinya”.(Badrulzaman,1994:53)
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Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa (dwang
contract), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi
ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun
kenyataanya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan
dengan keinginan hukum.(Badrulzaman,1994:53).

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak
yang kuat kedudukanya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah
kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan
pihak debitur.

2) Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang
mempunyai obyek hak-hak atas tanah.

3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat
perjanjian-perjanjian yang konnsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan dar anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris
atau Advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jems ini
disebut contract model.

2.3.3 Pengertian Wan Prestasi
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti tidak

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan
yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-
undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban yang telah ditetapkan
atau yang biasa disebut dengan prestasi dapat berwujud

a. memberikan sesuatu ;

b. berbuat sesuatu;

c. tidak bebuat sesuatu
Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur
dapat meminta ganti kerugian atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.
Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan
bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai seperti
yang disebutkan pada pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan”si berutang adalah
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lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah
dinyatakan lalai, atau dengan perikatanya sendiri, ialah jika ia menetapkan,
bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”.

Ada dua alasan yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban yaitu :

a. Karena kesalahan debitur(pelanggan), baik karena kesengajaan maupun

karena kelalalaian.

b.Karena keadaan memaksa (forcemajeure/overmacht) jadi diluar
kemampuan debitur.debitur tidak bersalah.

Menurut Muhamad(1993:21)untuk menetukan apakah seseorang dapat
dinyatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan
bagaimana hal itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada
3(tiga) keadaan untuk menentukan apakah seseorang telah salah melakukan
wanprestasi, yaitu :

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi
dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
oleh undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-
undang

b. Pemenuhan prestasi tidak baik atau keliru
dalam melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjiakan atau apa
yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana
mestinya menurut kwalitas yang telah ditentukan perjanjian atau
menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

c. Pemenuhan prestasi tidak tepat waktu prestasi tetap dipenuhi namun
tidak tepat waktu atau terlambat, waktu yang ditetepkan dalam
perjanjian tidak dipenuhi.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur

dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.
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Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-undang
menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam
keadaan lalai (ingebreke stelling). Lembaga “ pernyataan lalai” ini adalah
merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur
dinyatakan “ingkar janji”(pasal 1238 KUH Perdata). |

Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa Bentuk-bentuk
pernyataan lalai bermacam-macam, dapat dengan :

1. Surat perintah (bevel).
Yang dimaksud dengan surat perintah (bevel) adalah exploit juru sita.
Exploit adalah perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada
debitur. Di dalam praktek, yang ditafsirkan dengan exploit ini adalah
“salinan surat peringantan” yang berisi perintah tadi, yang ditinggalkan
juru sita kepada debitur yang menerima peringatan. Jadi bukan
perintah lisanya padahal “turunan™ surat itu tadi adalah sekunder.

2. Akta sejenis (soortgelijke akte)
Membaca kata-kata akta sejenis, maka akan mendapat kesan bahwa
yang dimaksud dengan akta itu adalah akta otentik yang sejenis dengan
exploit juru sita.

3. Demi perikatan sendiri
Perikatan mungkin terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih
dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian,
misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu.
Secara teoritis suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan

lampaunya waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

2.3.4 Pengertian Perjanjian sewa menyewa

Menurut pasal 1548 KUH perdata sewa menyewa adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
yang lainya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan
dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu

disanggupi pembayaranya.
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Pendapat Hilman Hadikusuma hubungan hukum yang terjadi dikarenakan
satu pihak memberikan suatu kenikmatan atas sesuatu (benda) kepada pihak lain
dan pihak lainya membayar harga kenikmatan itu, maka perbuatan demikian itu
disebut “sewa menyewa” sedangkan menurut pasal 1548 KUH Perdata sewa
menyewa itu mengandung tiga unsur yaitu benda, harga dan waktu. Dari ketiga
unsur itu yang penting benda yang dinikmati dan harga sewa yang dibayar,
sedangkan mengenai waktu tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Subekti menmbahkan bahwa sewa menyewa seperti halnya jual beli dan
perjanjian-perjanjian lain pada umumnya,adalah suatu perjanjian konsensual
artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai
unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu
adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan
kewajiban yang lain adalah membayar “harga sewa” jadi barang diserahkan tidak .
untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai,
dinikmati kegunaan barangnya. Dengan demikian maka penyerahan bersifat
menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

Peraturan tentang sewa menyewa yang termuaat dalam bab ketujuh dari
Buku IIT KUH perdata berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai
semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai
waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu
tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pihak yang menyewakan maupun

pihak penyewa:
1. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :
a) menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa.
b) memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai
untuk keperluan yang dimaksudkan.
¢) memberikan kepada sipenyewa kenikmatan tentram dari barang yang

disewakan selama berlangsungnya persewaan
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2. Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama yaitu
a) memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”
sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian
sewanya.
b) membayar harga sewanya pada waktu yang telah ditentukan menurut
perjanjian.

Meskipun sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh
undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara sewa tertulis
dan sewa lisan jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu
berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis,
tanpa diperlukanya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sebaliknya, kalau sewa
menyewa tidak dibuat secara tertulis , maka sewa itu tidak berakhir pada waktu
yang ditentukan, melainkéﬁ jika pihak yang menyewakan memberitahukan
kepada sipenyewa, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan
jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada
pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjanng |

untuk waktu yang sama.

2.3.5 Sejarah PT Kereta Api (Persero)

Sesuai dengan sejarahnya, setelah Indonesia merdeka pemerintah
pengambil alihan bidang perkereta apian dipusat dan daerah-daerah dan
penguasaan Jepang yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pengambil alihan
pusat perkereta apian dikantor pusat Bandung pada tanggal 28 September 1945
ini kemudian dijadikan sejarah berdirinya perketa apian, dengan nama Djawatan
Kerata Api Republik Indonesia (DKARIT) yang dikuasai dan diusahakan oleh
Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api. Pada masa itu kereta api berfungsi sebagai
alat angkutan yang penting bagi angkutan penumpang ataupun barang. Namun
pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali kereta api dari
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) kepada Staats Spoorwagen
(SS) milik Belanda, akan tetapi berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 33
ayat (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
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yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” Kemudian
dikeluarkan pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja da Pekerjaan
Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950. Mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI
dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api
(DKA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 mengenai
Perusahaan Negara yang melaksanakannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1963 maka pada tanggal 23 Mei 1963 Djawatan Kereta Api
(DKA) dilebur menjadi Perusahaan negara Kereta Api (PNKA) yang
pelaksanaanya dimulai tanggal 1 Januari 1965. Dengan maksud meyehatkan
perusahaan maka Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 61 tahun 1971 dialihkan menjadi bentuk perusahaan Jawatan
(PERJAN) dengan nama Perushaan jawatan Kereta Api (PJKA) Peraturan
pelaksananya dituangkan dalam Surat Keputusan menteri Perhubungan republik
Indonesia nomor KM. 73/U/Phb-75 Tanggal 17 maret 1975 perihal kedudukan
Perusahaan Jawatan Kerata Api.

Perkembangan terakhir yang terjadi di PJKA dalam rangka usaha yang
mengarah pada PERUMISASIAN PJKA, maka berubah menjadi Perusahaan
Umum Kereta Api (PERUMKA). Untuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api
antara lain dipersiapka struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk susunan
PERUMKA tersebut. Perubahan itu terjadi sejak tanggal 30 oktober 1990
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1990.

Akhirnya Perusahaan Umum Kereta Api diubah lagi bentuknya menjadi
Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk perusahaan umum kereta api
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Berdasarkan keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang pengecualian terhadap
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api dari kewenagan Menteri
Keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dialihkan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara serta diperkuat lagi
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dengan Akta Notaris imas Fatimah nomor 02 tanggal 1 januan 1999 tentang
pendirian PT Kereta Api (Persero).

Salah satu aset dari PT Kereta Api adalah tanah dimana tanah tersebut
dipergunakan untuk kepentitigan PT Kereta Api sendin seperti untuk jalur Kereta
Api dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kereta Api. Sesuai dengan
tujuan Kereta Api yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu ikut serta
mengutamakan kebutuhan masyarakat menuju masyaraakat adil dan makmur,
maka menurut Bapak Sabar Santoso selaku Kepala Seksi Tanah dan Bangunan
Daop IX Jember menyebutkan baahwa tujuan pokok dari seksi tanah dan
bangunan ini adalah :

1. memelihara tanah dan bangunan

2. merawat tanah dan bangunan

3. menginventaris tanah dan bangunan

4. mengusahakan tanah dan bangunan
Mengusahakan tanah disini salah satunya adalah menyewakan sebagian tanah
yang dimiliki oleh PT Kereta Api dengan ketentuan bahwa tanah yang akan
disewa berada 11m (sebelas meter) diluar as rel (rel utama) dan juga tidak
mengganggu operasional Kereta Api.

Tanah milik PT Kereta Api (persero) ini pada mulanya diberikan oleh
negara dengan hak penguasaan atas tanah Negara. Tanah Negara tersebut
dipergunakan untuk kepentingan PT Kereta Api (persero) sendiri, seperti untuk
jalur rel kereta api atau untuk hal lain sepanjang 11 meter dari kiri kanan rel
utama (as rel) maka dikonversi dengan hak pakai yang berlangsung selama tanah
tersebut dipergunakan untuk keperluan itu sebagaimana dimaksud dalam UUPA.
Hal ini diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965
tentang Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-
ketentuan kebijaksanaan selanjutnya. Sedangkan hak atas penguasaan tanah
Negara diluar 11 meter dari kiri kanan rel utama yang selain digunakan untuk
kepentingan PT Kereta Api (persero) sendin dimaksudkan juga untuk dapat
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain yang dikonversi menjadi hak

pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor
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9 tahun 1965 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | tahun 1977 dan
disinggung dalam penjelasan umum angka Il nomor 2 UUPA.

Hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang masih baru, yang tidak
diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960. Hanya dalam penjelasan umum angka I
nomor 2disinggung mengenai pengelolaan. Perumusan Hak Pengelolaan baru
ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 pasal 3
yaitu
Hak Pengelolaan berisikan ;;éwenang untuk :

a. Merenncanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.

¢. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut _
persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut yang
meliputi segi-segi peruntukan,penggunaan jangka waktu dan keuanganya,
dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga
yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang

Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, sesuai dengan peraturan

Perundangan Agraria yang berlaku(Effendi Perangin,1991:311).

Menurut Parlindungan Karena peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1977 tidak menyinggung mengenai hak sewa maka tidak mungkin’
diberikan hak sewa, sebab tanah hak pengelolaan hanya dapat diberikan hak '.
milik,hak guna bangunan dan hak pakai (1989:41).
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BAB III "  TATstakaan
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah yang dilaksanakan oleh PT
Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan Pihak Kedua
menurut pasal 1338 KUH Perdata bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditari kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan
sebagai undang-undang bagi mereka yang membutanya. Artinya bahwa perjanjian
tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai maksud bahwa perjanjian
tersebut dibuat menurut hukum dan bertindak sebagai ‘hukum bagi kedua belah
pihak yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat sah suatu perjanjian tersebut
tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Suatu hal tertentu .

[ T

Suatu sebab yang halal.

Dalam tiap perikatan selalu ada dua pihak , dimana pihak yang satu
mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban. Hal ini mempunyai
hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud mempuynyai hubungan satu
dengan yang lainnya adalah bilamana dalam perikatan yang muncul dar
perjanjian tersebut yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain memikul
kewajiban.(Satrio, 95:44).Pada pasal 1313 juga telah disecbutkan bahwa “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih™.

Masyarakat didalam memenuhi kebutuhan akan ruangan sebagai tempat

usaha atau berdagang tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara

27
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pribadi artinya tidak dapat mencukupinya secara sendiri.Untuk itu mereka mem
butuhkan orang lain. Oleh karena itu Hilman menyebutkan bahwa hubungan
hukum yang terjadi dikarenakan satu pihak memberikan suatu kenikmatan atas
sesuatu (benda) kepada pihak lain danpihak lainnya membayar harga kenikmatan
itu, maka perbuatan demikian itu disebut”sewa menyewa”. (1994: 86)

Pada pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah
suatu persetujuan dimana yang menyewakan memberikan kepada penyewa suatu
kemanfaatan atas suatu benda selama waktu yang tertentu dan dengan suatu
jumlah yang tertentu. Dengan demikian menurut pasal tersebut ada tiga unsur
yang menonjol yaitu :

a) memberikan manfaat suatu benda
b) persewaan untuk masa tertentu
¢) dengan suatu jumlah tertentu

Sedangkan untuk perjanjian sewa tanah Hilman mendefinisikan perjanjian
dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan ijin kepad orang lain
untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman
dengan pembayaran sewa dibelakang (dapat terjadi pembayaran dimuka).oleh
sebab itu pada dasarnya sewa menyewa menyangkut soal tanah juga karena rumah
atau bangunan berdiri diatas tanah.

Pada dasarnya PT Kereta Api (persero) Daop IX Jember menyewakan
tanahnya kepada pihak kedua secara hak pakai. Menurut Effendi Perangin hak
sewa sebenarnya juga hak pakai, tetapi karena sifat-sifatnya khusus maka disebut
tersendiri. Sebagai hak atas tanah, maka hak sewa memberi wewenang untuk
memepergunakan tanah milik orang lain atau pihak lain. Bedanya dengan hak
pakai adalah pihak penyewa wajib membayar sewa dalam bentuk nang kepada
pemilik tanah.

Hak sewa untuk bangunan harus dibedakan dengan hak sewa atas
bangunan. Dalam hal hak sewa untuk bangunan pemilik menyerahkan tanahnya
dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud supaya penyewa tanah
dapat mendirikan bangunan diatas tanah itu. Bangunan itu menurut hukum yang

berlaku sekarang menjadi milik penyewa tanah tersebut, kecuali kalau ada
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perjanjian lain. Dalam hal hak sewa atas bangunan maka tujuan penyewa adalah
menyewa bangunan yang sudah ada diatas sebidang tanah, bangunan itu bukan
miliknya.

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Kereta Api (Persero)
Daop IX Jember dengan pihak kedua yang berkedudukan sebagai pihak’
pengembang,PT Kereta Api (persero) memberikan tahapan-tahapan yang harus
dipenuhi oleh pihak kedua.Adapun tahapan atau prosedur sebelum pelaksanaan
perjanjian tersebut adalah :

1. Tahap Pengajuan Permohonan.

Tahap pengajuan permohonan maksudnya sebelum adanya perjanjian sewa
menyewa tanah pihak kedua atau penyewa tanah harus mengajukan permohonan
sewa tanah kepada PT Kereta Api (Persero) Daop IX jember. Permohonan ini
berisi tentang keinginanya untuk menyewa tanah, identitas pemohon, tanah atau
lokasi tanah yang akan disewa,dan tujuan dalam menyewa tanah(dimanfaatkan
untuk apa tanah yang disewa) Permohonan dibuat oleh pihak kedua sendiri diatas
kertas segel dan bermaterai.permohonan yang dibuat tersebut harus diketahui oleh
Kepala Desa sekitar tanah yang akan disewakan juga minimal dua orang saksi dari
warga setempat atau sekitar tanah yang akan disewa.

Di dalam hubungan mengajukan permohonan sewa tanah hal yang harus
diperhatikan adalah mengenai lokasi tanah. Tanah atau lahan yang akan disewa
berada diantara sinyal Kereta Api atau tidak karena jika lokasi tanah berada
diantara sinyal stasiun Kereta Api maka permohonan langsung ditujukan kepada
Kepala Daerah Operasi (KADAOP) dalam hal ini adalah Daop IX Jember yang
wilayah kerjanya meliputi perlintasan rel kereta api stasiun Bangil sampai dengan
Panarukan dan Banyuwangi.sedangkan lahan atau tanah yang berada diluar sinyal
kereta api maka prosedur permohonanya melewati Distrik Kereta yang kemudian
direkomendasikan kepada Kepala Seksi tanah dan bangunan yang dikoordinasikan
dengan Kadaopnya.

2. Tahap Peninjanan Lapangan
Setelah proses pengajuan permohonan selesai maka PT Kereta Apt Daop

IX Jember mengadakan peninjaun lapangan lokasi tanah yang akan disewa oleh
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pihak kedua. Peninjauan ini mengenai lahan mana yang boleh disewa atau
dimanfaatkan pihak kedua, dan luas tanah yang dapat disewa. Hasil peninjauan
lapangan ini dilaporkan kepada kepala seksi tanah dan bangunan. Tujuan dari pada
peninjauan lapangan ini untuk melihat bahwa tanah yang akan disewa oleh pihak
kedua tidak melanggar syarat mutlak dalam perjanjian sewa menyewa tanah.
Syarat mutlak itu adalah :

a. Tidak menggangu operasional kereta api.

Tidak menggangu operasional kereta api maksudnya lahan yang akan

disewa tersebut harus berada 11(sebelas) meter diluar as rel (rel utama)

karena hal ini akan berdampak pada kereta api yang akan atau sedang
berjalan seperti mengganggu pandangan masinis yang akan sedang
menjalankan kereta api.

b. Tidak menggangu operasional perawatan jalan kereta api.

Tidak mengganggu perawatan jalan kereta api artinya bahwa lan atau

lokasi tanah yang akan disewa tidak mengganggu sewaktu-waktu

perawatan jalan rel kereta api. Misalnya lokasi tanah atau lahan yang akan
disewa terlalu rapat dengan kayu dan batu-batu yang akan digunakan
untuk rel kereta api. Sehingga hal ini mempengaruhi proses perawatan
jalan rel kereta api.

¢. Tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Dalam hal menyewa tanah maka tanah yang akan disewa oleh pihak

kedua, tanah tersebut nantinya harus bersih dari limbah yang dihasilkan

oleh pihak kedua,maksudnya pihak kedua tidak boleh membuang limbah-
limbah yang dihasilkan dalam usahanya. Hal ini akan berdampak pada
lingkungan sekitara kereta api. Maka pihak penyewa harus membuat
saluran pembuangan limbah yang aman.

3. Tahap penggambaran tanah yang akan disewa (Ground card).

Pada tahap penggambaran tanah atau lokasi tanah yang akan disewa ini
yang membuat adalah pihak PT Kereta Api (persero) yaitu seksi tanah dan
bangunan.Dan pada dasarnya PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
mempunyai kewenangan penuh atas tanah yang dimilikinya tetapi PT Kereta Api
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tidak boleh begitu saja menyetujuinya karena gambar yang dibuat oleh PT kereta
api (persero) daerah operasi sembilan jember tersebut harus direkomendasikan
kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) jember untuk menyesuaikan dengaﬁ
rencara umum tata ruang (RUTR). dan vang mengajukan penvesualan rencana
umum tata ruang adalah pihak kedua Dalam hal ini pemerintah kabupaten vang
mempunyai wewenang untuk menentukan penggunaan lahan-lahan mana yang
boleh untuk dibangun di dacrahnya. Jika tidak sesuai dengan rencana pemerintah
kabupaten maka secara otomatis pihak kedua tidak boleh medirikan bangunan
didaerah tersebut
4. Tahap transaksi persewaan tanah

Dalam tahap transaksi persewaan tanah ini pithak penyewa atau pihak
kedua mengadakan perjanjian dengan PT Kereta Api (persero) dacrah operasi
sembilan Jember. Perjanjian yang dipakai adalah perjanpian standart kontrak
dimana P'1 Kereta Api (persero) sebagai pemilik tanah telah membuat terlebih
dahulu isi perjanjian tersebut dalam bentuk klausula-klausula perjanjian dalam
bentuk haku  Pihak kedua harus memahami isi perjanjian tersebut sebelum
menandatangani perjanjiannya.

Seperti vang  dijelaskan dalam  pasal 1 angka 10 Indang-undang
Perlindungan Konsumen mengenai Standart Kontak yaitu.

“Klausul baku (standart contract) adalah setiap aturan atu ketentuan dan syarat-
syarat vang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara xtplhdk oleh
pelaku usaha vang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian vang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

lsi dari perjanjian baku vang dibuat oleh PT Kereta Api (persero) daerah
operasi sembilan Jember itu mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan
atau suatu prestasi vang vang harus dilaksanakan olch pihak kedua dan juga
larangan vang tidak bolch dilakukan oleh pihak kedua Perjanjian vang telah
dibuat dalam bentuk klausul-klausul itu oleh PT Kereta Api (persero) diberikan
kepada pihak kedua untuk dipelajari dan dipahaminya schelum ditanda tangani.
Apabila pihak kedua telah memahami perjanjian tersebut dan menvetujui isi
perjanjian tersebut maka kedua belah pihak dapat menanda tangani perjanjian

sewa menvewa tanah itu. Dengan ditanda tanganinya perjanjian sewa menyewa
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tanah maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak

sebagai undang-undang.

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor | tahun 1977
menyebutkan bahwa :

1) Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak
pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian
bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertull_is
antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan.

2) Perjanjian dalam ayat (1) memuat antara lain keterangan mengenai :

a) ldentitas pihak-pihak yang bersangkutan

b) Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud

¢) Jenis penggunaanya

d) Hak atas tanah yang akan dim9intakan untuk diberikan kepada pihak ketiga
yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta
kemungkinan untuk memperpanjangnya. '

¢) Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatas dan keteniuan mengenai
pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada saat berakhirnya hak tanah yang
diberikan.

f) Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayaranya.

g) Syarat-syarat lain yang dipandang perlu

Pada prinsipnya perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-
syarat yang ditentukan secara sepihak saja sedang pihak yang lainya terpaksa
menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.Kelemahan perjanjian baku
ini disinyalir oleh beberapa ahli hukum, seperi pendapat pertama datang dan

Sluijter yang menyatakanm perjanjian standart bukan perjanjian alasanya,

kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-

undang, bukan perjanjian. Pitlo mengatakannya perjanjian paksa (dwang contract)
walaupun secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi ketentuan undang-
undang dan ditolak beberapa ahli hukum. Namun pada kenyataanya kebutuhan
masyarakat berjalan dalam arah berlawanan dengan keinginan hukum. Kemudian

Stein memecahkan masalah ini dengan berpendapat ,bahwa perjanjian standart
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dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan
kepercayaan yang membangkitkan keyakinan para pihak mengikatkan diri dalam
perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara
sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Akhimya Asser Rutten yang
mengatakan perjanjian standart itu mengikat krena setiap orang yang
menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan menyetujui
sepenuhnya isi kontrak tersebut.(Shidarta,2000:120-121)

3.2 Status pendirian bangunan yang berada diatas tanah milik PT Kereta

Api (Persero) DAOP IX Jember yang dilakukan oleh pihak kedua.
Menurut Boedi Harsono mengenai pemilikan bangunan yang ada diatas

tanah yang di haki, telah diketahui, bahwa hukum di Negara ini menggunakan
asas hukum adat, yaitu asas pemisahan horisontal. Menurut asas ini bangunan
bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah
tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan yang ada diatasnya.
Perbuatan hukum mengenai tanah, tidak dengan sendirinya meliputi
bangunan yang ada diatasnya. Tetapi biarpun demikian, dalam praktek
dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga
bangunan yang ada diatasnya, asal :

1) Bangunan tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang
bersangkutan. Artinya bangunan yang berfondasi. ‘

2) Bangunan tersebut milik yang punya tanah; dan

3) Maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan
dilakukanya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pada saat pengajuan permohonan persewaan tamah pihak kedua
menjelaskan maksud dan tujuan didalam persewaan tanah milik PT kereta api.
Dalam perjanjian tersebut PT Kereta Api hanya menyediakan lahan atau tanah
untuk kemudian disewakan kepada pihak kedua. Sedangkan pihak kedua

memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat usaha dengan dibangunnya kios-kios

yang akan disewakan pada pihak ketiga.
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Menurut Hilman Hadikusuma , mengungkapkan bahwa perjanjian sewa
tnah adalah perjanjian dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan ijin
kepada orang lain untuk memepergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau
tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang atu juga dapat terjadi
pembayaran dimuka (1994:86). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa
sewa tanah dalam hal ini adalah untuk memanfaatkan tanahnya sebagai tempat
usaha dengan ketentuan pihak kedua melakukan pembayaran sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.Sedangkan di dalam pasal 44 angka 1 Undang-
undang pokok Agraria No.5 tahun 1960 juga menyebutkan :

“seseorang atau Badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa seseorang dapat
mendirikan bangunan diatas tanah yang disewanya itu jika mendapatkan 1jin dari
pemilik tanah tersebut. Sedangkan bangunan yang didirikan oleh pihak kedua 1itu
merupakan tanggung jawab penuh dari pihak kedua atau pihak penyewa tanah
artinya bahwa apa-apa yang menyangkut pendirian bangunan menjadi tanggung
jawab pihak kedua.Dalam hal ini pihak kedua dapat mendirikan bangunan apabila
pihak kedua telah mendapatkan ijin dari PT kereta api maupun dari pemerintah
kabupaten.

Pada perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Kereta Api (persero)
daerah operasi sembilan jember dengan pihak kedua telah ditetapkan masalah
jangka waktu persewaan tanah yaitu 2 tahun 11 bulan untuk satu kali masa sewa
sejak ditanda tanganinya perjanjian tersebut. Pihak kedua dapat memperpanjang
masa sewa tersebut sampai maksimal 5 kali masa sewa.Dan tiap sekali masa sewa
sebelum masa sewa habis atan satu bulan sebelum masa sewa berakhir pihak
kedua mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis pada PT Kereta Api
daop sembilan jember dan perpanjangan masa sewa ini atas kesepakatan kedua
belah pihak. Setelah batas maximal sewa tersebut berakhir (5 kali masa sewa)
maka secara otomatis bangunan yang berada diatas tanah milik PT Kereta Api

daop sembilan jember menjadi milik PT Kereta Api daerah operasi sembilan
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jember sekaligus tanah yang disewanya. Apabila setalah masa sewa yang terakhir
habis dan pihak kedua masih ingin memperpanjang lagi (keenam kalinya) bukan
berarti tidak diperbolehkan melainkan pihak kedua tidak lagi melakukan
perpanjangan masa sewa tanah saja tetapi melakukan perjanjian baru yang berisi
tantang perjanjian sewa tanah dan bangunan Walaupun dalam hal ini pihak
kedualah yang telah mendirikan bangunan itu sebab hal ini telah ditentukan pada
awal perjanjian yang pertama.

Perjanjian perpanjangan masa sewa ini dibuat secara tertulis oleh pihak
kedua satu bulan sebelum masa sewa berakhir. Apabila pihak kedua tidak
memberitahukan perjanjian masa sewa tersebut dengan tertulis sapai batas
waktunya telah lampau maka pihak kedua dianggap tidak lagi membutuhkan
tanah tersebut dan PT Kereta Api Daop IX Jember berhak untuk menyewakan
tanah tersebut kepada pihak lain yang berminat. Perjanjian sewa menyewa secara
tertulis ini mengacu pada pasal 1570 KUH Perdata :

“ Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila
waktu vang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukanya sesuatu
pemberhentiannya untuk itu”.

3.3 Penyelesaian jika terjadi Wanprestasi dalam sewa menyewa tanah oleh
pihak kedua |
Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara PT
Kereta Api(Persero) Daop IX Jember dengan pihak kedua dapat terjadi dengan
beberapa kemungkinan.
Berdasarkan ketentuan undang-undang wanprestasi dalam suatu perikatan dapat
terjadi karena empat hal
sama sekali tidak memenuhi prestasi

a

b. tidak tunai memenuhi prestasi
¢. terlambat memenuhi prestasi
d

. keliru memenuhi prestasi
Dalam perjanjian sewa menyewa tanah terjadinya wanprestasi dapat

ditimbulkan dalam beberapa kemungkinan :
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1. Dalam hal ini apabila pihak kedua sama sekali tidak melakukan semua
kewajiban yang ada dalam klausul perjanjian sewa tanah seperti yang telah
disepakati dalam perjanjian. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh
pihak kedua adalah :

a) Membayar uang sewa tanah kepada PT Kereta Api (persero) Daop IX
Jember sekaligus, sesuai tarif yang berlaku dan ditetapkan dalam
perjanjian.

b) Membayar uang sewa tanah dengan tarif baru apabila pihak pertama -
mengadakan penyesuaian tarif sewa tanah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

¢) Memberikan ijin kepada pihak pertama atau petugas yang ditunjuk
oleh pihak pertama untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa
lokasi tanah yang disewa oleh pihak kedua.

d) Mengosongkan dan menyerahkan kembali tanpa syarat tanah vang
disewa kepada pihak pertama dan tidak menuntut apapun, apabila
sewaktu-waktu akan dipergunakan oleh pihak pertama.

¢) Menyesuaikan penggunaan tanah yang disewa dengan rencana umum
tata ruang (RUTR) setempat dan tidak mengganggu kelancaran
operasional kereta api.

f) Mengadakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian
lingkungan di lokasi tanah yang disewa.

2. Pihak kedua dalam pelaksanaan sewa tanah atau pada saat sewa tanah
berlangsung ternyata tidak melaksanakan dengan sebenarObenarnya artinya
kewajiban tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan misalnya uang sewa yang
dibayarkan secara berkala, dan ketika ada penyesuaian tarif baru maka pihak
kedua berusaha mengulur-ulur waktu sampai diras penyewa siap
melaksanakan. Padahal didalam perjanjian telah disebutkan.

3. Apabila ternyata pihak kedua mengosongkan dan menyerahkan kembali
tanahnya setelah melewati batas akhir dari perjanjian sewa tersebut maka
penyewa atau pihak kedua dapat dikatakan wanprestasi.
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4. Apabila diketahui bahwa pihak kedua keliru dalam memenuhi perjanjian
artinya pihak kedua tidak tidak menyesuaikan penggunaan tanah yang disewa
dengan rencana umum tata ruang (RUTR) setempat dan ternyata pihak kedua’
mengganggu kelancaran operasional kereta api.Maka pihak kedua atu
penyewa dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penyusun dengan PT Kereta Api
(Persero) Daop IX Jember yaitu bapak Sabar Santoso selaku kepala seksi tanah
dan bangunan mengatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa
sangat merugikan pihak PT Kereta Api oleh karena itu PT Kereta Api mengambil
tindakan apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi maka pertama-tama akan
diberikan surat peringatan atau surat teguran kepada pihak kedua sampai tiga kali
dan setelah tiga kali tetapi pihak penyewa masih tetap melakukan juga maka PT
Kereta Api akan membatalkan perjanjian tersebut.Dan menurut bapak Sabﬁr
selama ini hal semacam itu jarang terjadi dan hampir belum pernah terjadi dalam

perjanjian sewa tanah untuk bangunan ini.
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KESIMPULAN DA &RAN o ECTUS Ak Ay

4.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun maka dapat disimpulkan
bahwa :

1. Dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh PT Kereta Api
(Persero) Daop IX Jember dengan pihak kedua perjanjian yang digunakan
adalah perjanjian standart kontrak artinya perjanjian tersebut dibuat oleh salah
satu pihak yang dalam hal ini kedudukanya lebih kuat yaitu PT Kereta Api
yang memiliki lahan atau tanah yang akan disewa. Dan setelah penanda
tanganan oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat para
pihak vang ada dalam klausul perjanjian. Tetapi sebelum mengadakan
perjanjian sewa menyewa tanah tersebut pihak kedua harus memenuhi
prosedur pelaksanaan sewa menyewa tanah vaitu :

a) Pihak kedua mengajukan permohonan sewa tanah Isi dari permohonan
sewa tanah tersebut adalah identitas pihak penyewa dan maksud dan
tujuan sewa tanah tersebut.

b) Peninjauan lapangan oleh PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
terhadap tanah yang akan disewa pihak kedua.

¢) Gambar (ground card) yang disewakan telah memenuhi  syarat.
memenuhi syarat disini tidak hanya memenuhi syarat dari PT Kercta
Api (Persero) Daop IX Jember tatapi juga g gambar tersebut disesuatkan
dengan rencana umum tata ruang (RUTR) yang diajukan oleh pxhak
kedua kepada pemerintahan kabupaten setempat dimana lokasi tanah
akan disewa. hal ini berdasarkan bahwa wilayah kerja daerah operasi
sembilan perlintasan rel kereta api stasiun Bangil sampai dengan
stasiun Panarukan dan stasiun Banyuwangi.Pengajuan gambar kepada

pemerintah kabupaten ini merupakan tanggung jawab pihak kedua.

38
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d) Transaksi persewaan

Setelah ketiga syarat diatas telah terpenuhi oleh penyewa maka selanjutnya
PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember memberikan perjanjian baku
kepada pihak kedua dimana perjanjian baku ini mempunyai ciri-ciri
umum:

1. Bentuk tertulis atau tertentu.

2. Isi ditetapkan sepihak.

3. Debitur tidak ikut membuat.

4. Debitur terpaksa menerima perjanjian.

Perjanjian baku ini terlebih dahulu dipahami oleh pihak kedua setelah
dipahami  dan  penyewa menyetujuinya  maka  dilaksanakan
penandatanganan  oleh  kedua  belah  pihak. Dilaksanakanya
penandatanganan standart kontrak ini maka secara otomatis perjanjian
sewa menyewa tanah ini dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat
kedua belah pihak.

2. Status pendirian bangunan yang dilakukan oleh pihak kedua ini menjadi milik
sementara pihak kedua tetapi setelah masa sewa atau jangka waktu nya telah
berakhir maka menjadi milik PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.Jangka
waktu yang dimaksud disini masa sewa tiap satu kali adalah 2 tahun 11 bulan.
Sedangkan jangka waktu perpanjangan sewa adalah 5 kali perpanjangan masa
sewa vaitu 14 tahun 7 bulan, dan untuk perjanjian perpanjangan masa sewa
harus sebelum 1 bulan sewa berakhir pihak kedua memberitahukan secara
tertulis kepada PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. dan perjanjian
perpanjangan dianggap batal jika penyewa tidak memberitahukan secara
tertulis sampai berakhirnya masa sewa. Setelah perjanjian perpanjangan masa
sewa telah berakhir ( lima kali perpanjangan ) maka secara otomatis bangunan
yang berada diatas tanah milik PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dan
jika pihak kedua masih ingin menyewa kembali perjanjian tidak lagi
perjanjian perpanjangan atau perjanjian sewa tanah tetapi perjanjian tersebut

berubah menjadi perjanjian sewa tanah dan bangunan.
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Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dari pihak kedua adalah terlebih dahulu
PT Kereta Api memberikan surat peringatan atau surat teguran sampai tiga
kali dan apabila pihak kedua masih tetap melakukan wanprestasi maka PT
Kereta Api (Persero) Daop IX Jember membatalkan perjanjian secara sepihak
Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa tana antarah
PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan pihak kedua maka
diselesaikan secaramusyawarah antara kedua belah pihak. dan jika masih
belum dicapai mufakat maka perselisihan tersebut akan dilimpahkan melalui

Pengadilan Negeri setempat.

4.2 Saran

1.

)

[95]

Pada perjanjian baku atau standart kontrak yang diterapkan oleh PT Kereta -
Api hendaknya benar-benar dilaksanakan dalam arti kata apabila terjadi
penyimpangan diharapkan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang dapat
diterima dengan baik oleh pihak yang tidak melaksanakan tersebut.

Tidak adanya jangka waktu pada tiap-tiap tahapan. Sehingga dalam hal mi
pihak kedua atau penyewa tidak jelas berapa waktu yang diperlukan dalam
proses pengajuan permohonan sewa tanah.dilihat dari luasnya wilayah kerja
dari PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sehingga pihak kedua atau
penyewa tidak hanya dari satu tempat saja melainkan dari beberapa kota yang
termasuk dalam daerah operasi IX PT Kereta Api (Persero).

Pada perjanjian sewa tanah antara PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
dengan pihak kedua hendaknya para pihak yang terlibat didalamnya
menyadari hak dan kewajiban schingga antara para pihak tersebut dapat
melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan 1si

perjanjian.
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Klasifikasi : “Biasa” .
Lampiran -
Perihal "KONSULTASI
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TEMBUSAN Kepada :
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3.
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Yth. Bapak Kasi AdministrasiDaop IX Jember.
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